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SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi :
PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI RUAS PASAR BARU -

ALAHAN PANJANG (P.073) PAD PAKET 11
Nomor : 620/13/KTR.P.073PKTII-BM/2025

SURAT PERJANIJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga
Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari
Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, berdasarkan
Surat Pesanan Nomor : 620/12/SP-P.073PKTII-BM/2025 tanggal 26 Mei 2025, Surat
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 620/05.19/SPPBJ-P.073PKTII-BM/V/2025
tanggal 19 Mei 2025, antara :

Nama . KHAIRUL ANWAR, S.T., M.T.

NIP . 19861115 201001 1007

Jabatan . Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK/PPKom)
Berkedudukan di :JI. Taman Siswa No. 1, Padang

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Satuan Kerja Dinas
Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Nomor;
003/SK-BMCKTR/2025 tanggal 02 Januari 2025 Tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara
Sebagai Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK) SKPD, PPK Unit, Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pada Dinas Bina Marga, Cipta
Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 selanjutnya disebut “Pejabat

Penandatangan Kontrak”, dengan :

Nama : ERAWATI

Jabatan ; Direktur

Berkedudukan di . Jalan Bandar Buat No. 2a Padang
Akta Notaris Nomor A

Tanggal ;03 Oktober 2024

Notaris : NASRUL, SH

yang bertindak untuk dan atas nama PT. ARPEX PRIMADHAMOR seclanjutnya disebut

“Penyedia”.




Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang —
Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang — Undang Nomor 2 tahun
2017 tentang Jasa Konstruksi;

4, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua
Barat;

6. Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;

7. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog
Elektronik;

8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021
tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

9. Surat Edaran Nomor : 17/SE/Db/2023 Tentang Pembelian Pada Katalog Sektoral
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga

10. Perjanjian Kerja Sama Antara Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera
Barat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan
Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Nomor : PKS.1944/K.9/TU/KSA/12/2021 dan
Nomor : 120.013/PKS/GSB-2021 Tentang Pembangunan Strategi yang Tidak Dapat
Dielakkan Dalam Rangka Pengembangan Transportasi Terbatas dan Mitigasi Bencana
Berupa Pembangunan Ruas Jalan Pasar Baru — Alahan Panjang Melintasi Suaka
Margasatwa Tarusan Arau Hilir Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Solok di
Provinsi Sumatera Barat.

11. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

(a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia melalui metode pemilihan e-purchasing;

(b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak
ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan
Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang
(P.073) PAD Paket II yang berlokasi di Kabupaten Solok sebagaimana diterangkan
dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi™;

(¢) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian
profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyehuz"/




untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan

dalam Kontrak ini;

(d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk
menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa
sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan
mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan
kondisi yang terkait.

(f) Penyedia sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 Pasal 17 Perpres 16 Tahun 2018
bertanggung jawab atas :

1) Pelaksanaan Kontrak;

2) Kualitas Barang/Jasa;

3) Ketepatan perhitungan dan jumlah volume;

4) Ketepatan waktu penyerahan; dan

5) Ketepatan tempat penyerahan.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan
menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan
Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) PAD Paket II dengan syarat dan
ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti
yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari :
1. Pembangunan Jalan Provinsi (Segmen Efektif : 29+475 — 32+735)
2. Pemeliharaan Jalan Provinsi (Segmen Non Efektif : 32+735 — 44+950)

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total
harga negosiasi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar
Rp. 16.998.256.811,90 (Enam Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan
Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sebelas .Ruplah Dan
Sembilan Puluh Sen) dengan kode akun kegiatan 1.03.10.1.01.0042.5.2.04.01.01.0002.

2. Kontrak ini dibiayai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025. }/




Program . Penyelenggaraan Jalan

Kegiatan . Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Sub Kegiatan :  Pembangunan Jalan
Kode Rekening  : 1.03.10.1.01.0042.5.2.04.01.01.0002.

3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Nagari Cabang Syariah Padang rekening
nomor ; 71000.10.300233-4 atas nama Penyedia : ARPEX PRIMADHAMOR PT.

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

(1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian,
Surat Pesanan, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat
Khusus Kontrak beserta lampiranya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang,
subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana
Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti:
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan,
Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan
Pelaksanaan Kontrak.

(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam
dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi
berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut :

Adendum Kontrak (apabila ada);

Surat Perjanjian;

Surat Pesanan;

Syarat-Syarat Khusus Kontrak;

Syarat-Syarat Umum Kontrak;

spesifikasi teknis dan gambar;

Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada

negosiasi); dan

h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi

aritmatik);

e Ao o

Pasal 5
MASA KONTRAK

1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal
penandatangananan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal
Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama
Pekerjaan selama 220 (Dua Ratus Dua Puluh) hari kalender;

3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal
Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama
180 ( Seratus Delapan Puluh ) hari kalender. ﬁ/




Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk
menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2
(dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang
sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa
dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama
Penyedia Pejabat Penandatangan Kontrak
PT. ARPEX PRIMADHAMOR (PPTK/PPKom)
é; jé(@
- e M”ET
Sog==|  TEMREL
BABOEAMX3443117¥6 — T
ERAWATI KHAIRUL AN\‘VAR_, S.T., M.T.

Direktur NIP. 19861115 201001 1 007




PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI
DI RUAS PASAR BARU - ALAHAN
PANJANG (P.073) PAD PAKET I1




REKAPITULASI

Kegiatan . Penyelenggaraan Jalan
Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan
Nama Paket : Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) PAD Paket 11
Provinsi . Provinsi Sumatera Barat / Kabupaten Solok
Jumliah Harga
No. Divisi Uraian Pekerjaan
(Rupiah)
1 Umum 315.953.933,64
————é_—— N Drainase Pnh R 560.654.789,76
3 Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik 2.210.349.082,67
4 Pekerjaan Preventif =
5 Perkerasan Berbutir Dan Perkerasa_:;é;;;l- é.éfnt;n‘ T pe : 5.635.247.61 5,38
6 Perkerasan Aspal 6.156.649.709,15 7]
7 Struktur 1.196.323.71 {id-ﬁ
8 Rehabilitasi Jembatan e
9 Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain G #583912;7;5
10 Pekerjaan Pemeliharaan = 542.165.389,92 &

(A) Jumlah Harga Pekerjaan ( termasuk Biaya Umum dan Keuntungan )

(B) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN

16.998.256.811,90

16.998.256.811,90

Terbilang : Enam Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh
Enam Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah Dan Sembilan Puluh Sen

Untuk dan atas nama,

Penyedia

PT. ARPEX PRIMADHAMOR

ERAWATI

Padang, 26 Mei1 2025

Untuk dan atas nama,

Pejabat Penandatangan Kontrak
PPTK/PPKom

Direktur

NIP. 19861‘15 201001 1 007
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DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Kegialan : Penyelenggaraan Jalan
Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan
Nama Paket : Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) PAD Paket IT
Prop/ Kab/Kodya  : Provinsi Sumatera Barat / Kabupaten Solok
No. Mata G Satuan | Perkdeasn | Harga Satuan + PPN | Jumlsh Harga Harga +
Pembayaran Kuantitas 11% (Rupiah) PPN 11% (Rupish)
a b @ d ¢ [=(ixg
DIVISI 1, UMUM
1.2 Mabilisasi Ls 1,00 47.377.139,64 47.377.139,64
8Kh-1.1.22 Penerapan SMEK
1 Penylapan dokumen penerupan SMKK
8Kh=1,1.22.(12) Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLY Set 1,00 2.500.000,00 2.500.000,00
SKh-1.1.22.(1b) | Pembuatan prosedur dan instruksi kerja Set 1.00 300.000,00 300.000,00
2 Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan
SKh-1.1.22.(2g) Spanduk (Banner) Buah 3.00 250.000,00 750.000,00
SKh-1.1.22.(21) Papan Informasi Keselamatan Konstruksi Lembar 1,00 £00.000,00 $00.000,00
3 Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri
3a APK
3b APD
$Kh-1.1.22.(3b1) Topi pelindung (Safety helmet) Buah 15,00 60.000,00 900.000,00
SKh-1.1.22.(3b7) Sarung tangan (Safety gloves) Pasang 15,00 5.000,00 75.000,00
SKh-1.1.22.3b8) | Sepatu kescl (Safety shoes, rubber safety shoes and toe cap) Pasang 15,00 500.000,00 7.500.000,00
SKh-1.1.22.(3b11) | Rompi keselamatan (Safety vest) Buah 15,00 50.000,00 750,000,00
4 A i dan Perizi terkait Kesel Konstruksi
5 Personil Keselamatan Konstruksi
SKh-1.1.22.(5a) Ahli K3 Konstruksi / ahli kesel. konstruksi (sebagai UKK) Orang 1,00 7.274.350,00 7.274.350,00
6 Fasilitas sarana, p dan alat kesehat
SKI-1.1.22.(62) | Peralatan P3K Set 1,00 400.000,00 400.000,00 |
7 Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan untuk manajemen lalu lintas
SKh-1.1.22.(7a) Rambu petunjuk Buah 3,00 150.000,00 450,000,00
| SKn-1.1.22.(76) | Rambu lrangan Buah 3,00 15000000 |  450.000,00
SKh-1.1.22.(7¢) Rambu peringatan i Buah 3,00 150.000,00 450.000,00
SKh-1.1.22.(7¢) Rambu informasi Buah 3,00 180.000,00 540.000,00
SKh-1.1.22.(7) | Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick) Bush 3,00 150.000,00 450.000,00
Alat | dali kaian jalan t
Alat peng; pemakal jalan t
8 Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstrubsi
9 Keglatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi
5Kh-1.1.22.(9a1) Alat pemadam api ringan (APAR) Buah 1,00 800.000,00 $00,000,00
§Kh-1.1.22(9a4) | Bendera K3 Buah 2,00 55.000,00 110.000,00
SKh-1.1.22.(9a5) Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP) Bush 20,00 5.050,00 101.000,00
SKh-1.3.17 Pengendall Erosi Lereng
SKh-1.3.17(1b) | Selimut P dali Erosi Tipe II M2 400,00 109.948,10 43.979.240,00
SKh-1.3.17 (1.¢) Matras Perkuatan Tipe 1T M2 400,00 388.623,87 155.449.548,00
SKh-13.17(2.b) | P Biji Vegetasi dengan Teknik Taplok M2 400,00 111.369,14 44.547.656,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Fekerjaan) 315.953.933,64
DIVISI 2. DRAINASE
2.1.(1) Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air M 1.173,60 43.176,60 50.672.057,76
2.2.(1) Pasangan Batu dengan Mortar M 400,00 914.857,55 365.943.020,00
23.18) Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 150 cm x 150 cm M 16,00 9.002.482,00 144.039.712,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 560.654.789,76
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK
3.1.(1) Galian Biasa M 37,50 49.511,37 1.856.676,38
3.2.(1b) Timbunan Biasa dari Hasil Galian M 1.494,86 22.040,06 32.946.804,09
3.2.(2a) Timbunan Pilihan dari Sumber Galian M 6.789,00 307.695,00 2.088.941.355,00
3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan M 19.560,00 4.427,62 86.604.247,20
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 2.210.349.082,67

DIVISI 4. PEKERJAAN PREVENTIF

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISL 4 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)

A




DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN

5.1.(1) Lapis Fondasi Agregat Kelas A M 2.982.90 812.636,96 2.424.014.787,98
5.1.(2) Lapis Fondasi Agregat Kelas B M 4.172,80 768.844,14 3.208.232.827,39
Jumiah Harga Pekerjaan DEVISE S (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerfaan) £.632.247.615,38
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL
6.1(1) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi Liter 23.472,00 16.798,04 394.283.504,88
6.3(6a) Laston Lapis Antara (AC-BC) Ton 2.664,07 2.154.995,00 5.741.057.529,65
6.3.(8) Bahan anti pengelupasan Kg 282,39 75.458,00 21.308.584,62
Jumiah Hurga Pekerjuan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 6.156.649.709,15
DIVISI 7. STRUKTUR
7.1(7a) Beton struktur, &' 20 Mpa M 20,00 2.203.300,00 44.066.000,00
7.1(8) Beton, fc' 15 Mpa (Bahu Jalan) M 476,56 1.758.804,00 838.175.634,24
73(1) Baja Tulangan Polos-BjTP 280 Kg 100,00 21.342,63 2.134.263,00
73 Baja Tulangan Sidp BjTS 280 Kg 100,00 21.701,16 2.170.116,00
7.941) P Batu M 278,25 927.778,00 258.154.228,30
7.10.(3a) Bronjong dengan Kawat yang dilapisi Galvanis M 50,00 1.032.469,51 51.623.475,50
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 1.196.323,717,24
DIVISI 8. REHABILITASI JEMBATAN
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) i
DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN
9.1.(1) Mandor Jam 49,00 30.459,00 1.492.491,00
9.1.(2) Pekerja Biasa Jam 49,00 21.428,54 1.049.998,46
9.1.(4b) Dump Truck, kapasitas 6 - § MP Jam 49,00 792.365,74 38.825.921,26
9.1.(7) Bulldozer 100 - 150 PK Jam 49,00 1.043.572,05 51.135.030,45
9.1.(8) Motor Grader Min 100 PK Jam 49,00 654.213,00 32.056.437,00
9.1.(11) Alat Penggali (Excavator) 80 - 140 PK Jam 49,00 683.091,00 33.471.459,00
9.2.(1) Marka Jalan Termoplastik M 978,00 230.962,41 225.881.236,98
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISL 9 (maswk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjacn) 383.912.574,15
DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN
10.1.(1) Galian pada Saluran Air atau Lereng untuk Pemeliharaan M 1.500,00 TT.495,14 116.242.710,00
10.1.(21) Pembersihan Drainase dan Saluran Samping M 14.951,54 3.948,00 59.028.679,92
10.1.(22) Pengendalian Tanaman M 306.000,00 1.199,00 366.894.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (maswk pada Rekapitdasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 542.165.389,92

L
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Surat Pergeraban Lapangan ( SPL)




SUMATERA BARAT

PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT

DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 1 Padang Telp.7051700 — 7051756 Fax. (0751) 7051783
http://www bmcktr.sumbarprov.go.id — email: bmckitr@sumbarprov.go.id

SURAT PENYERAHAN LAPANGAN
Nomor : 620/14/SPL.P.073PKTII-BM/2025

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, berdasarkan
Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 620/13/KTR.P.073PKTII-BM/2025, tanggal 26 Mei 2025, Pejabat
Pembuat Komitmen (PPTK/PPKom) Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera

Barat menyerahkan lokasi pekerjaan yaitu :

Pekerjaan : Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073)
PAD Paket II
Sesuai DPPA Tahun Anggaran 2025 Sub-Kegiatan Pembangunan Jalan, Pekerjaan Pembangunan Jalan

Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) PAD Paket II berlokasi di Kab. Solok,
diserahkan kepada :

Nama Penyedia Jasa : PT. ARPEX PRIMADHAMOR
Alamat : Jalan Bandar Buat No. 2a Padang
Nilai Kontrak : Rp 16,998.256.811,90

(Enam Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua
Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah Dan
Sembilan Puluh Sen)

Waktu Pelaksanaan : 220 (Dua Ratus Sepuluh) hari kalender
Lokasi yang diserahkan adalah :

Pekerjaan : Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073)
PAD Paket II

Demikian Surat Penyerahan Lapangan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan semestinya.
Dikeluarkan di : Padang
Pada Tanggal : 26 Mei 2025

Yang menerima, Yang menyerahkan,

PT. ARPEX PRIMADHAMOR Pejabat Pembuat Komitmen

ERAWATI KHAIRUL ANWAR, 5.T., M.T.
Direktur NIP. 1986115 201001 1 007
Tembusan :
1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
2. Inspektur Inspektorat Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
4, Kabid Bina Marga, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
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Swat Perintal Mulsi Kenja (SPMK)




SUMATERA BARAT PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT

W8 DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 1 Padang Telp.7051700 — 7051756 Fax. (0751) 7051783
http://www bmcktr.sumbarprov.go.id — email: bmckir@sumbarprov.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor : 620/15/SPMK.P.073PKTII-BM/2025

Pekerjaan : Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang
(P.073) PAD Paket I1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . KHAIRUL ANWAR, S.T., M.T.
Jabatan . Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK/PPKom)
Alamat : J1. Taman siswa No. 1, Padang

selanjutnya disebut sebagai PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK;

berdasarkan Surat Perjanjian Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan
Panjang (P.073) PAD Paket II, Nomor : 620/13/KTR.P.073PKTII-BM/2025, tanggal 26 Mei
2025, bersama ini memerintahkan :

Nama . PT. ARPEX PRIMADHAMOR
Alamat . Jalan Bandar Buat No. 2a Padang

yang dalam hal ini diwakili oleh : ERAWATI
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai
berikut:

1. Ruang Lingkup Pekerjaan : Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru -
Alahan Panjang (P.073) PAD Paket II

2. Tanggal mulai kerja ;26 Mei 2025,

3. Syarat-syarat pekerjaan  : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;

4.  Waktu penyelesaian . Selama 220 (Dua Ratus Dua Puluh) hari kalender, dan
pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember
2025;

5. Denda :  Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian

pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan
sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau
sebagian tertentu sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak;




Padang, 26 Mei 2025

Untuk dan atas nama Dinas Bina Marga, Cipta Karya
dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

Pejabat Penandatangan Kontrak

KHAIRUL ANWAR, $.T.. ML.T.
PPTK/PPKom
NIP. 19861115 201001 1 007

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama PT. ARPEX PRIMADHAMOR

ERAWATI
Direktur
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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 01 telp. 7051700 - 7051756 Fax. (0751) 7051783 Padang
http:/ /www.bmcktrsumbarprov.go.id - email : bmckir@sumbarprov.go.id
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SURAT PESANAN

DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
SURAT PESANAN  |PEJABAT PENANDATANGANAN/ PENGESAHAN TANDA
(SP) BUKTI PERJANJIAN

INOMOR  : 620/12/SP-P.073PKTII-BM/2025
TANGGAL : 26 Mei 2025

Yang bertandatangan di bawah ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK/PPKom) :

KHATRUL ANWAR, S.T., M.T.

PPTK/PPKom Pekerjaan Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru — Alahan Panjang
(P.073) PAD Paket II

JI. Taman Siswa No. 1 Padang

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

PT. ARPEX PRIMADHAMOR
ERAWATI

Direktur

Jalan Bandar Buat No. 2a Padang

Selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Untuk memberikan layanan jasa konstruksi dengan memperhatikan ketentuan — ketentuan sebagai
berikut :

Rincian Item Pekerjaan untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru —

Alahan Panjang (P.073) PAD Paket II di etalase Penyelenggaraan Jalan Provinsi Sumatera Barat :
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Syarat dan ketentuan tercantum pada Dokumen Kontrak yang menjadi lampiran Surat Pesanan Ini.

Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan
masing — masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

a.n. PA/KPA

PenyediaJasa
Pejabat Pembuat Komitmen PT. ARPEX PRIMADHAMOR
8
T%éAMXM43117 6
KHAIRUL AR, S.T, M.T. ERAWATI

NIP. 19861115 201001 1 007 Direktur
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A. KETENTUAN UMUM
/i

Definisi

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat
Umum Kontrak selanjuinya disebut SSUK harus
mempunyai arti  atau  tafsivan  seperti  yang
dimaksudkan sebagai berikut.

1.1

1.2

1.4

1.6

15T

1.8

1.9

Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang
selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang
melakukan pengawasan melalui audit, reviu,

pemantauan, evaluasi,  dan kegiatan
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan
tugas dan fungsi Pemerintah.

Bagian pekerjaan yang disubkontrakan adalah
bagian pekerjaan utama atau bagian pekerjaan
pukan utama yang ditetapkan sebagaimana
tercantum dalam Dokumen FPemilihan yang
pelaksanaanya diserahkan kepada Penyedia lain
(subkontraktor) dan disetujui terlebih dahulu
oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak.

Daftar Kuantitas dan Harga adalah daftar
kuantitas yang telah diisi harga satuan dan
jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan
bagian dari penawaran.

Direksi  Lapangan  adalah  fenaga/tim
pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh
Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak, terdiri dari 1 (satu)
orang atau lebih, untuk mengelola administrasi
Kontrak dan mengendalikan pelaksanaan
pekerjaan.

Harga Kontrak adalah total harga pelaksanaan
pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.

Harga Perkiraan Sendiri yang selanjuinya
disingkat HPS adalah perkiraan harga
barang/jasa yang ditetapkan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak yang telah
memperhitungkan biaya tidak langsung,
keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.

Harga Satuan Pekerjaan yang sclanjuinya
disingkat HSP adalah harga satu jenis pekerjaan
tertentu per satu satuan tertentu.

Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah kerangka
wakiu yang sudah terinci berdasarkan Masa
Pelaksanaan, setelah dilaksanakan pemeriksaan
lapangan bersama dan disepakati dalam rapat
persiapan pelaksanaan Kontrak.

Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang
terjadi di luar kehendak para pihak dalam
Kontrak dan tidak dapat diperkirakan
sebelumnya, sehingga  kewajiban  yan,
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1.23
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1.27

Penyerahan Akhir Pekerjaan.

Mata Pembayaran Utama adalah mata
pembayaran yang pokok dan penting yang nilai
pobot kumulatifnya minimal 80% (delapan
puluh persen) dari seluruh nilai pekerjaan,
dihitung mulai dari mata pembayaran yang
nilai bobotnya terbesar.

Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah metode
yang menggambarkan penguasaan
penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari
awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan
pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari
masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama
yang dapat dipertanggung jawabkan secara
teknis.

Pejabat Pembuat Komitmen yang sclanjuinya
disingkat Pejabat Penandatangan Kontrak
adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh
PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau
melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja negara.

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau
sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan,
pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran,
dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Pekerjaan Utama adalah rangkaian kegiatan
dalam suatu penyelenggaraan pekerjaan
konstruksi yang memiliki pengaruh terbesar
dalam mengakibatkan terjadinya keterlambatan
penyelesaian pekerjaan konstruksi dan secara
langsung  menunjang  terwujudnya dan
perfungsinya  suatu  konstruksi  sesuai
peruntukannya sebagaimana tercantum dalam
rancangan kontrak.

Pelaku Usaha adalah badan usaha atau
perscorangan yang melakukan usaha dan/atan
kegiatan pada bidang tertentu.

Pengawas Pekerjaan adalah fim
pendukung/badan usaha yang
ditunjuk/ditetapkan ~ oleh  Pejabat  yang
perwenang untuk menandatangani Kontrak
yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan
pekerjaan.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
PA adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran Kementerian
Negara/lembaga/Perangkat Dacrah.

Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak adalah pemilik atau
pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan
Jasa Konstruksi yang dapat berupa Fengguna
Anggaran, Kuasa Fengguna Anggaran, atau
Pejabat Pembuat Komitmen.




4.,

Bahasa dan Hukum

Korespondensi

Wakil Sah Para Pihak

Larangan Korupsi,
Kolusi dan/atau
Nepotisme,

Pen;

Wewenang serta
Penipuan
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Bahasa Kontrak harus dalam bahasa Indonesia.

Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak
asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan
pahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan
dengan pihak asing digunakan Kontrak dalam
bahasa Indonesia.

Hukum yang digunakan adalah hukum yang
perlaku di Indonesia.

Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-
mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan
para pihak yang tercantum dalam SSKK.

Semua pemberitahuan, permohonan, atau
persefujuan berdasarkan Kontrak ini harus
dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia,
dan dianggap telah diberitahukan jika telah
disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah
Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan
melalui  surat tercatat dan/atau faksimili
ditujukan ke alamat yang tercantum dalam
SSKK.

Setiap tindakan yang disyaratkan afau
diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap
dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan
untuk dibuat berdasarkan Konfrak ini oleh
Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak atau Penyedia hanya
dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah
Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam
SSKK kecuali untuk melakukan perubahan
kontrak.

Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur
dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan
harus disampaikan kepada masing-masing
pihak.

Dalam hal Dircksi Lapangan diangkat dan
ditunjuk menjadi  Wakil Sah Pejabat yang
perwenang untuk menandatangani Konirak,
maka selain  melaksanakan  pengelolaan
administrasi  kontrak dan  pengendalian
pelaksanaan pekerjaan, Dircksi Lapangan juga
melaksanakan pendelegasian sesuai dengan
pelimpahan dari Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak.

Rerdasarkan etika pengadaan barang/jasa

pemerintah, para pihak dilarang untuk :

1) menawarkan, menerima atau menjanjikan
untuk memberi atau menerima hadiah atau
imbalan berupa apa saja atau melakukan
tindakan lainnya untuk mempengaruhi
siapapun yang diketahui atau patut dapat
diduga berkaitan dengan pengadaan ini;

2) mendorong ferjadinya persaingan tidak
sehat; dan/atau




10.

1.

14,

15.

Pengalihan Seluruh
Kontrak

Pengabaian

. Penyedia Mandiri

. KSO

Pengawasan
Pelaksanaan Pekerjaan

Tugas dan Wewenang
Pengawas Pekerjaan

lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas
pelaksanaan Konfrak ini. Semua pengeluaran
perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga
Kontrak.

10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya
diperbolehkan dalam hal pergantian nama
Penyedia, baik sebagai akibat peleburan
(merger) maupun akibat lainnya.

10.2 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak
diputuskan sepihak oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak dan
Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur
dalam pasal 44.2.

Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap
pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak
yang lain maka pengabaian terscbut tidak menjadi
pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak
atau  scketika menjadi  pengabaian  terhadap
pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya
dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis
dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang
melakukan pengabaian.

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab
penuh  terhadap Tenaga Kerja FKonstruki dan
subkontraktornya (jika ada) seria pekerjaan yang
dilakukan oleh mereka.

KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang
disecbut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas
nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban
terhadap  Pejabat  yang  berwenang  untuk
menandatangani Kontrak berdasarkan Kontrak ini.

14.1 Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak menetapkan
Pengawas Pekerjaan  untuk  melakukan
pengawasan pelaksanaan pekerjaan  sesual
Kontrak im. Fengawas Pekerjaan dapat berasal
dari personel Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak (Direksi Teknis) atau
Penyedia  Jasa  Pengawasan  (Konsultan
Pengawas).

14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas
Pekerjaan bertindak profesional. Jika tercantum
dalam SSKK, Fengawas Pekerjaan yang berasal
dari Personel Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak dapat bertindak
sebagai Wakil Sah Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak.

15.1 Semua gambar dan rencana kerja yang
digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai
Kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun
pekerjaan sementara mendapatkan persetujuan
dari Fengawas Pekerjaan sesuai pelimpahan
wewenang dari Pejabat yang berwenang untuk




peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negard.

17. Akseske Lokasi Kerja ~ 17.1

17.2

17.3

17.4

Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses
Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak, Wakil Sah Pejabat
yang berwenang unfuk menandatangani
Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan/atau pihak
yang mendapat izin dari Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak ke
lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana
pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.

Penyedia harus dianggap telah menerima
kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju
lapangan dan Penyedia harus berupaya
menjaga setiap jalan atau jembatan dari
kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas
Penyedia atau akibat personel Penyedia, maka:

a. Penyedia harus bertanggung jawab atas
pemeliharaan yang mungkin diperlukan
akibat pengunaan jalur akses;

b. Penyedia harus menyediakan rambu afau
petunjuk  sepanjang jalur akses, dan
mendapatkan perizinan yang mungkin
disyaratkan oleh otoritas terkait untuk
penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk;

c. biaya karena ketidak layakan atau fidak
tersedianya jalur akses untuk digunakan
oleh Penyedia, harus ditanggung Fenyedia;
dan

d. Fejabat yang berwenang untuk
menandatangani  Kontrak tidak
bertanggung jawab atas klaim yang
mungkin timbul akibat penggunaan jalur
akses.

Dalam hal untuk menjamin ketersediaan jalan
akses tersebut membutuhkan biaya yang lebih
besar dari biaya umum (overhead) dalam
Penawaran Penyedia, maka Pejabat yang
perwenang untuk menandatangani Kontrak
dapat mengalokasikan biaya untuk penyediaan
jalur akses tersebut di dalam Harga Kontrak.

Pejabat yang berwenang, untuk
menandatangani Kontrak tidak bertanggung
jawab atas klaim yang mungkin timbul selain
penggunaan jalur akses tersebut.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

18. Masa Kontrak- Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatangananan
Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan
Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan
kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak
sudah terpenuhi.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan
19. Penyerahan Lokasi Kexja 19.1

Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan




20. Surat Perintah Mulai
Kerja (SPMK)

21. Rencana Mutu
Pekerjaan Konstruksi

22. Rencana Keselamaian
Konstruksi (RKK)

20.1

[§n]
—
A

21.4

21.8

21.6
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Apabila Penyedia tidak dapat menunjukan
bukti sertifikat maka Pejabat Penandatangan
Kontrak meminta Penyedia untuk mengganti
personel yang memenuhi persyaratan yang
sudah ditentukan. Penggantian personel
harus dilakukan dalam jangka wakiu
mobilisasi dan sesuai dengan kesepakatan.

Pejabat yang berwenang, unfuk
menandatangani Kontrak menerbitkan SPMK
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak
tanggal penandatangananan Kontrak atau 14
(empat belas) hari kerja sejak penyerahan
lokasi kerja pertama kali,

Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup
pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja.

Penyedia berkewajiban untuk
mempresentasikan dan menyerahkan RMPK
sebagai penjaminan dan pengendalian mutu
pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan
pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan
disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak .

RMPK disusun paling sedikit berisi:

a. Rencana Felaksanaan Fekerjaan (Work
Method Statement ),

b. Rencana Pemeriksaan dan
Pengujian/ Inspection and Test Flan (ITP);

c. Pengendalian Subkontrakior dan Pemasok.

Penyedia wajib menerapkan dan
mengendalikan  pelaksanaan RMFPK  sccara
konsisten untuk mencapai mutu yang
dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini.

RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi
pekerjaan.

Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan
RMPK jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau
Peristiwa Kompensasi.

Pemutakhiran RMPK harus menunjukan
perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan
dampaknya terhadap penjadwalan  sisa
pekerjaan, termasuk perubahan terhadap
urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus
mendapatkan  persetujuan  Pejabat  yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak .

Persctujuan Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak terhadap RMFK tidak
mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.

Penyedia berkewajiban untuk
mempresentasikan dan menyerahkan RKK pada
saat rapat persiapan pelaksanaan Kontrak,
kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan
disetujui oleh Pejabat yang berwenang untu




24. Mobilisasi

25. Pengukuran
/Pemeriksaan Bersama

26. Penggunaan Produksi
Dalam Negeri

24.1

24.3

25.2

26.1

26.2

Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai
dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
kalender scjak diterbitkan SPMK, atau sesuai
kebufuhan dan Rencana Kerja yang disepakati
saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup

pekerjaan, yaitu :

4. mendatangkan peralatan-peralatan terkait
yang diperlukan dalam  pelaksanaan
pekerjaan, termasuk instalasi alaf;

b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor,
rumah, gedung laboratorium, bengkel,
gudang, dan sehagainya; dan/atau

¢. mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi.

Mobilisasi peralatan dan kendaraan yang
digunakan mematuhi peraturan perundangan
terkait beban dan dimensi kendaraan.

Mobilisasi peralatan dan Tenaga Keyja
Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap
sesuai dengan kebutuhan.

Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dan FPengawas Pekerjaan bersama-
sama dengan Penyedia melakukan pengukuran
dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi
pekerjaan  untuk  setiap rencana mata
pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan
Peralatan Utama (Mufual Check 0%).

Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam
Berita Acara. Apabila dalam
pengukuran/pemeriksaan bersama
mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka
harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama
Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan
Utama mengikuti ketentuan pasal 67 dan 68.

Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia
berkewajiban mengutamakan material/bahan
produksi dalam negeri dan tenaga kerja
Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan
di Indonesia sesuai dengan yang disampaikan
pada saat penawaran.

Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi,
bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan
perangkat lunak yang digunakan mengacu
kepada dokumen:

a. formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN), untuk
Penyedia yang mendapat preferensi harga;
dan

b. daftar barang yang diimpor, untuk baran




30. Peringatan Dini

31. Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan
dan Kontrak Kritis

29.2

b2
©
w

30.1

31.3

Hasil rapat pemantauan akan ditnangkan oleh
Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat,
dan rekamannya diserahkan kepada Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dan pihak-pihak yang menghadiri
rapat.

Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu
diputuskan, Pengawas Pekerjaan  dapat
memutuskan baik dalam rapat atau sefelah
rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua
pihak yang menghadiri rapat.

Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan
sedini mungkin Pengawas Pckerjaan atas
peristiwa atau kondisi terfentu yang dapat
mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan
Harga Kontrak atau menunda penyelesaian
pekerjaan.  Pengawas  Pekerjaan  dapat
memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan
secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau
kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak
dan Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan
ini harus sesegera mungkin disampaikan olch
Penyedia.

Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama
dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah
atau mengurangi dampak peristiwa atau
kondisi tersebut.

Apabila Penyedia terlambat melaksanakan
pekerjaan sesuai jadwal, maka Fejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak
harus memberikan peringatan secara fertulis
atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis.

Kontrak dinyatakan kritis apabila:

a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan
0% - 70% dari Kontrak), selisih
keterlambatan  antara  realisasi  fisik

pelaksanaan dengan rencana lebih besar
10%

b. Dalam periode Il (rencana fisik pelaksanaan
70% - 100% dari Kontrak), selisih
keterlambatan ~ antara  realisasi  fisik
pelaksanaan dengan rencana lebth besar
59%;

¢. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan
70% - 100% dari Kontrak), selisth
keterlambatan  antara  realisasi  fisik
pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan
kurang dari 5% dan akan melampaui tahun
anggaran berjalan.

Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan

rapat pembuktian (show cause meeting/SCM)

a. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak berdasarkan laporan dari Pengawas




menyelesaikan pekerjaan.

32.2 Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat
Penandatangan Kontrak unfuk:

a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia
untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan
ketentuan sebagai berikut:

1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia
menyelesaikan pekerjaan sampai dengan
50 (ima puluh) hari kalender.

2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan
sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia
masih  belum dapat menyelesaikan
pekerjaan,  Pejabat  Penandatangan
Kontrak dapat:

a) Memberikan  kesempatan kedua
untuk penyelesaian sisa pekerjaan
dengan  jangka  waktu  sesuai
kebutuhan; atau

b Melakukan pemutusan  Kontrak
dalam hal Penyedia dinilai tidak akan
sanggup menyelesaikan
pekerjaannya.

3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia
sebagaimana dimaksud pada angka 1)
dan angka 2) huruf a), dituangkan
dalam  adendum  konirak  yang
didalamnya mengatur pengenaan sanksi
denda keterlambatan kepada Penyedia
dan perpanjangan masa  berlaku
Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

4) FPemberian kesempatan kepada Penyedia
untuk menyelesaikan pekerjaan dapat
melampaui tahun anggaran.

b. Tidak memberikan kesempatan kepada
Penyedia  dan  dilanjutkan  dengan
pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi
administratif dalam hal antara lain:

1) Penyedia dinilai  tidak  dapat
menyelesaikan pekerjaan;

2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi
dan tidak dapat ditunda; atau

3) Penyedia menyatakan tidak sanggup
menyelesaikan pekerjaan.
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Pemberian kesempatan kepada Fenyedia untuk
menyelesaikan  pekerjaan  dimuat  dalam
adendum Kontrak yang didalamnya mengatur:
1) waktu pemberian kesempatan penyelesai
pekerjaan; %




5% (lima persen) dari Harga Kontrak.

Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan
selama Masa Pemeliharaan schingga kondisi
tetap seperti pada saat penyerahan pertama
pekerjaan.

Masa Pemeliharaan paling singkat untuk
pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan,
sedangkan untuk pekerjaan semi permanen
selama & (tiga) bulan dan dapat melampaui
Tahun Anggaran. Lamanya Masa Pemeliharaan
ditetapkan dalam SSKK.

Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia
mengajukan permintaan secara tertulis kepada
Pejabat yang berwenang uniuk
menandatangani Kontrak untuk penyerahan
akhir pekerjaan.

Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak setelah menerima
pegajuan sebagaimana pasal 33.9
memerintahkan Pengawas Pekerjaan uniuk
melakukan pemeriksaan (dan  pengujian
apabila diperlukan) terhadap hasil pekerjaan.

Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan,
Penyedia  telah  melaksanakan  semua
kewajibannya selama Masa Pemeliharaan
dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan
yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita
Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.

Pejabat yang berwenang uniuk
menandatangani Kontrak wajib melakukan
pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum
dibayar  atau  mengembalikan  Jaminan
Pemeliharaan.

Apabila  Penyedia  tidak  melaksanakan
kewajiban pemeliharaan sebagaimana
mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan
sepihak oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak dan  Fenyedia
dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam
pasal 44.3.

Serah terima peckerjaan dapat dilakukan
perbagian pekerjaan (sccara parsial) yang
ketentuannya ditetapkan dalam SSKK.

Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah

terima pekerjaan sebagian atau secara parsial

yaitu:

a. bagian pekerjaan yang tidak fergantung
satu sama lain; dan

b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak
terkait satu sama lain dalam pencapaian




38. Perubahan Harga

37.2

37.3
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58.1

38.2

lapangan pada saat pelaksanaan dengan
gambar dan/atau spesifikasi teknis yang
ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan
perubahan pekerjaan, yang meliputi:

a. menambah atau mengurangi volume yang

tercantum dalam Kontrak;

b. menambah dan/alau  mengurangi jenis
kegiatan/pekerjaan;

c. mengubah spesifikasi teknis dan/atan
gambar pekerjaan; dan/atau

d. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi

lapangan seperti yang dimaksud pada pasal

37.1 namun ada perintah perubahan dari

Pejabat yang berwenang untuk

menandatangani  Kontrak, Pejabal yang

berwenang untuk menandatangani Kontrak

bersama  Penyedia  dapat  menyepakati

perubahan pekerjaan yang meliputi:

a. menambah dan/atau mengurangi jenis
kegiatan/pekerjaan;

b. mengubah spesifikasi teknis dan/atau
gambar pekerjaan; dan/atau

c. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh
Pejabat yang berwenang, uniuk
menandatangani Konirak secara tertulis kepada
Penyedia kemudian  dilanjutkan  dengan
negosiasi teknis dan harga dengan tetap
mengacu pada ketentuan yang fercantum
dalam Kontrak awal.

Hasil negosiasi terschut dituangkan dalam
Berita Acara scbagai dasar penyusunan
adendum Kontrak.

Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana
dimaksud pada pasal 87.1 dan B37.2
mengakibatkan penambahan Harga Kontrak,
perubahan Kontrak dilaksanakan dengan
ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir
tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga
yang tercantum dalam Kontrak awal dan
tersedianya anggaran.

Perubahan Harga Konirak dapat diakibatkan
oleh:

1) perubahan pekerjaan;

2) penyesuaian harga; dan/atau

3) Peristiwa Kompensasi.

Apabila kuantitas mata pembayaran utama
yang akan dilaksanakan  berubah akibat

perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh
persen) dari kuantitas awal, maka pembayaran




39. Perubahan Jadwal
Pelaksanaan Pekerjaan
dan/atau Masa
Pelaksanaan

38.7

38.8

39.3

30.4
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30.6

39.7

harga berdasarkan indeks harga pada saat
pelaksanaan.

Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian
harga diatur dalam SSKK.

Ketentuan ganti vugi akibat Peristiwa
Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa
Kompensasi.

Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat
diakibatkan oleh:

1) perubahan pekexjaan;
2) perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
3) Feristiwa Kompensasi.

Perpanjangan  Masa  Pelaksanaan  dapat
diberikan oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak atas pertimbangan
yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai
berikut:

a. perubahan pekerjaan;

b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau

¢. Keadaan Kahar.

Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling
kurang sama dengan wakiu terhentinya
Kontrak akibat Keadaan Kahar atau wakiu yang
diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan
akibat dari ketentuan pada pasal 39.2 huruf a
atau b.

Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak dapat menyetujui
perpanjangan Masa Felaksanaan atas Kontrak
setelah melakukan penelitian terhadap usulan
tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam
jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar
setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika
Penyedia lalai untuk memberikan peringatan
dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja
sama untuk mencegah keterlambatan sesegera
mungkin, maka keterlambatan seperti ini fidak
dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang
Masa Pelaksanaan.

Pejabat yang berwenang unfuk
menandatangani Kontrak berdasarkan
pertimbangan Pengawas Pekerjaan dan Panitia
Peneliti Pelaksanaan Kontrak harus telah
menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan
untuk berapa lama.

Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan
dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan
dituangkan dalam Adendum Kontrak.

Jika terjadi Peristiwa Kompensasi schingga
penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa
Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk
meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan




B.5 Keadaan Kahar
41. Keadaan Kahar

41.1

41.2

41.3

41.4

41.5

41.6

41.7

akibat perubahan Personel Manajerial dan/atau
Peralatan Utama menjadi tanggung jawab
Penyedia.

Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
bencana alam, bencana non alam, bencana
sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca
ekstrim, dan gangguan industri lainnya.

Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal
merugikan yang discbabkan oleh perbuatan
atau kelalaian para pihak.

Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak
atau Penyedia memberitahukan tentang
terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu
pihak secara tertulis dengan ketentuan :

a. dalam waktu paling lambat 14 (empat
belas) hari kalender sejak menyadari atau
scharusnya menyadari atas kejadian atau
terjadinya Keadaan Kahar

b. menyertakan bukii keadaan kahar; dan

c. menyerahkan hasil identifikasi kewajiban
dan kinerja pelaksanaan yang terhambat
dan/atau akan terhambat akibat Keadaan
Kahar tersebut.

Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :

1) pernyataan  yang  diterbitkan  oleh
pihak/instansi yang berwenang sesuai
ketentuan peraturan perundang-~undangan;
dan/atau

2) foto/video dokumentasi Keadaan Kahar
yang telah diverifikasi kebenarannya.

Hasil identifikasi kewajiban dan kinerja
pelaksanaan dapat berupa:

a. Foto/video dokumentasi pekerjaan yang
terdampak;

b. Kurva S pekerjaan; dan

¢. Dokumen pendukung lainnya (apabila ada).

Pejabat yang berwenang uniuk
menandatangani Kontrak meminta Pengawas
Pekerjaan  untuk  melakukan  penelitian
terhadap penyampaian pemberitahuan Keadaan
Kahardan dan bukii serta hasil identifikasi
sebagaimana dimaksud pada pasal 41.4 dan
pasal 41.5

Dalam hal Keadaan Kahar terbukii, kegagalan
salah  satu  Pihak untuk  memenuhi
kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak
bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi
apabila telah dilakukan sesuai pada pasal 41.3.
Kewajiban yang dimaksud adalah hanya




41.14

wajar sesuai dengan kondisi yang telah
dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan
Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur
dalam suatu adendum Kontrak.

Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan
permanen, para pihak melakukan pengakhiran
kontrak dan menyelesaikan hak dan kewajiban
sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk
menerima pembayaran sesuai dengan prestasi
atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah
dicapai setelah dilakukan
pengukuran/pemeriksaan  bersama  afau
berdasarkan hasil audit.

B.6 Penghentian, Pemutusan, dan Berakhirnya Konirak
Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi
Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 41.

42. Penghentian Kontrak

48. Pemutusan Kontrak

43.1

Pemutusan Kontrak dapat dilakukan olch
Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak atau Penyedia.

Pemutusan kontrak dilakukan dengan terlebih
dahulu memberikan surat peringatan dari
salah satu pihak ke pihak yang lain yang
melakukan tindakan wanprestasi kecuali felah
ada putusan pidana.

Surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali kecuali
pelanggaran  tersebut berdampak terhadap
kerugian atas konstruksi, jiwa manusia,
keselamatan publik, dan lingkungan  dan
ditindaklanjuti  dengan surat pernyataan
wanprestasi dari pihak yang dirugikan

Pemutusan kontrak dilakukan sckurang-
kurangnya 14 (empat belas) hari kalender
sctelah Pejabat yang berwenang unfuk
menandatangani Kontrak/Fenyedia
menyampaikan  pemberitahuan  rencana
Pemutusan Kontrak secara terfulis kepada
Penyedia/Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak.

Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh
salah satu pihak maka Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Konfrak membayar
kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian
prestasi pekerjaan yang telah diterima olch
Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak dikurangi denda yang
harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta
Penyedia menyerahkan semua hasil
pelaksanaan kepada Pejabat yang berwenang
unfuk  menandatangani  Kontrak  dan
selanjutnya menjadi hak milik Fejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak.




45, Pemutusan Kontrak oleh
Penyedia

46. Pengakhiran Pekerjaan

44.% Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada

Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia,

maka:

1) Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak berhak untuk
tidak membayar retensi atau terlebih
dahulu mencairkan Jaminan Pemeltharaan
sebelum  pemutusan  Kontrak  untuk
membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan

2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

44 4 Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang
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retensi afau uang pencairan Jaminan
Pemeliharaan untuk membiayai
pembiayaan/pemeliharaan maka Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak
wajib menyetorkan sebagaimana ditetapkan
dalam SSKK.

Pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud
pasal 44.2 dan pasal 44.4 disertai dengan:

a. bukti kesalahan penyedia sesuai dengan
ketentuan Kontrak; dan

b. dokumen pendukung.

44.6 Pencairan jaminan scbagaimana dimaksud

pada pasal 44.2 di atas, dicairkan dan
disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK

Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab
Undang-Undang Hukum Ferdata, Penyedia dapat
melakukan pemutusan Kontrak apabila:

D

2)

46.
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Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Konfrak menyetujui Pengawas Pekerjaan untuk
memerintahkan Penyedia menunda pelaksanaan
pekerjaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan
Penyedia, dan perintah penundaan tersebut tidak
ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari
kalender;

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan
angsuran  sesuai dengan yang  disepakati
sebagaimana tercantum dalam SSKK.

1 Para Pihak dapat menyepakati pengakhiran
pekerjaan dalam hal terjadi:
1) penyimpangan prosedur yang diakibatkan
bukan oleh kesalahan para pihak;
2) pelaksanaan kontrak tidak dapat
dilanjutkan akibat keadaan kahar; atau
3) ruang lingkup kontrak sudah terwujud.

Pengakhiran pekerjaan sesuai pasal 46.1
dituangkan dalam addendum final yang berisi

perubahan akhir dari Kontrak. ﬁ/‘




50. Penggunaan Dokumen-
Dokumen Kontrak dan
Informasi

51. Hak Kekayaan
Intelektual

52. Penanggungan Risiko

g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam
rangka memberi perlindungan kepada setiap orang
yang berada di tempat kerja maupun masyarakat
dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan
pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan
kerja konstruksi dan proses produksi;

h. melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan
yang sesuai dengan kewenangan Fengawas
Pekerjaan dalam Kontrak ini;

i. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup
pekerjaan ditentukan di SSKK.

Fenyedia tidak diperkenankan menggunakan dan
menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen
lainnya yang berhubungan dengan Kontrak unfuk
kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis
dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang
berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis
dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Penyedia wajib melindungi Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak dari segala tuntutan
atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan
penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan
Intelekiual oleh Penyedia.

52.1 Penyedia berkewsjiban untuk melindungi,
membebaskan, dan menanggung tanpa batas
Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak beserta instansinya
terhadap semua bentuk tuntutan, langgung
jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda,
gugatan atau tuntutan hukum, proses
pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan
terhadap Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak beserta instansinya
(kecuali kerugian yang mendasari tuntutan
tersebut discbabkan kesalahan atau kelalaian
berat Pejabat yang berwenang unfuk
menandatangani Kontrak) sechubungan dengan
klaim yang timbul dari hal-hal berikut
terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai
dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan :
a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan
harta benda Penyedia, Subkontraktor (jika
ada), dan tenaga kerja konstruksi,

b. cidera tubuh, sakit atau kematian tenaga
kerja konstruksi;

c. kehilangan atau kerusakan harta benda,
dan cidera tubuh, sakit atau kemat
pihak ketiga.
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langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan
baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan
membatasi gangeuan lingkungan terhadap pihak
ketiga dan harta bendanya schubungan dengan
pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan yang mengatur
mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

55.1 Apabila disyaratkan,  Penyedia wajib
menyediakan asuransi sejak  SPMK sampai
dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan
untuk  pekerjaan/barang/peralatan  yang
mempunyai risiko tinggi terhadap:

a. terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan
pekerjaan atas:
i, segala risiko terhadap kecelakaan;
ii.  kerusakan akibat kecelakaan.
b. kehilangan; dan/atan
c. serta risiko lain yang tidak dapat diduga.

55.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi
pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi
kerja.

51}
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Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam
penawaran dan termasuk dalam Harga
Kontrak.

56. Tindakan Penyedia yang 56.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan

Mensyaratkan
Persetujuan Pejabat
yang berwenang untuk
menandatangani
Kontrak atau Pengawas
Pekerjaan

lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat yang

berwenang untuk menandatangani Kontrak

sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan
yang belum tercantum dalam Lampiran A
SSKK;

b. menunjuk Personcl Manajerial yang
namanya tidak tercantum dalam Lampiran

A SSKK;

¢. mengubah atau memutakhirkan dokumen
penerapan SMKK;

d. tindakan lain selain yang diatur dalam
SSUK.
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Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan

lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas

Pekerjaan  sebelum — melakukan tindakan-~

tindakan berikut:

a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan
berdasarkan rencana kerja dan metode

kerja;

b. mengubah syarat dan ketentuan polis
asuransi;

c. mengubah Personel Manajerial dan/atau
Peralatan Utama;

d. tindakan lain selain yang diatur dalam




59. Kerjasama Antara
Penyedia dan
Subkontrakfor

yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak
ini sepenuhnya merupakan hak milik Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak. Penyedia
paling lambat pada wakiu pemutusan atau
penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajiban
untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak
tersebut beserta daftar rinciannya kepada Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak. Penyedia
dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan fiap dokumen
dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada)
mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak
tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

59.1 Persyaratan pekerjaan yang disubkontrakkan
harus memperhatikan:

fatef Dalam hal nilai pagu anggaran
di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh
lima miliar rupiah), jenis pckerjaan yang
wajib  disubkontrakkan  dicantumkan
dalam dokumen pemilihan berdasarkan
penetapan  Pejabat Penandatangan
Kontrak dalam dokumen persiapan
pengadaan; dan

59.1.2 Bagian pekerjaan yang wajib
disubkonirakkan yaitu:

1) Sebagian pekerjaan utama yang
disubkontrakkan kepada penyedia jasa
spesialis, dengan ketentuan:

a) TFaling banyak 2 (dua) pekerjaan;

b) Pekerjaan scbagaimana dimaksud
pada huruf a) sesuai dengan
subklasifikasi SBU;

2) Sebagian pckerjaan  yang  bukan
pekerjaan utama kepada sub penyedia
jasa usaha kualifikasi kecil dengan
ketentuan:

a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;

p) Pekerjaan sebagaimana dimaksud
pada huruf a) tidak mensyaratkan
subklasifikasi SBU.

59.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian
pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

59.% Subkontraktor dilarang mengalihkan atau
mensubkontrakkan pekerjaan.

59.4 Penyedia Usaha  Kecil tidak  bolch
mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak
lain.

59.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan
kerjasama dengan Subkontraktor hanya boleh
melaksanakan sesuai dengan daffar bagian
pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila a




untuk menandatangani Kontrak diferima.

63.2 Penerbit Jaminan sclain Bank Umum harus
telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan
Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan sebagai
berikut:

Bank Umum;

Perusahaan Asuransi;

Perusahaan Penjaminan; atan

lembaga keunangan khusus yang menjalankan
usaha di bidang pembiayaan, penjaminan,
dan asuransi untuk mendorong ekspor
Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang lembaga
pembiayaan ekspor Indonesia.
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63.4 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak  setelah  diterbitkannya  Surat
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPFPR])
sebelum dilakukan Penandatanganan Kontrak
dengan besar:

a. 5% (lima persen) dari Harga Kontrak; atau

b. 5% (lima persen) dari nilai HPS untuk
harga penawaran atau  penawaran
terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh
persen) nilai HPS.

63.5 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling
kurang scjak tanggal penandatangananan
Kontrak sampai dengan Tanggal Fenyerahan
Pertama  Pekerjaan (Provisional ~ Hand
Over/FHO).

63.6 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan sctelah
pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus
persen) dan diganti dengan  Jaminan
Pemeliharaan atau menahan uang retensi
sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak;

63.7 Jaminan Uang Muka diberikan kepada
Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani  Kontrak dalam rangka
pengambilan uang muka yang besarannya
paling kurang sama dengan besarnya uang
muka yang diterima Penyedia.

63.8 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi
secara proporsional sesuai dengan sisa uang
muka yang diterima.

63.9 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling
kurang sejak tanggal persetujuan pemberian
uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan
Pertama Pekerjaan (PHO).

63.10 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada

/&/




d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai
jadwal dalam konirak;

e. Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak menginstruksikan
kepada pihak Penyedia untuk melakukan
pengujian  tambahan  yang  setelah
dilaksanakan pengujian ternyata fidak
ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

f. Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak memerintahkan
penundaan pelaksanaan pekerjaan;

2. Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak memerintahkan
untuk mengatasi kondisi tertentu yang fidak
dapat diduga sebelumnya yang
disebabkan/tidak disecbabkan oleh FPejabat
yang berwenang unfuk menandatangani
Konirak; atau

h. ketentuan lain dalam SSKK.

66.2 Jika FPeristiwa Kompensasi mengakibatkan

pengeluaran tambahan dan/atan
keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka
Pejabat yang berwenang untuk

menandatangani Kontrak berkewajiban untuk
membayar ganti rugi dan/atau memberikan
perpanjangan Masa Pelaksanaan.

66.3 Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya
dapat dibayarkan jika berdasarkan data
penunjang dan perhitungan kompensasi yang
diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak,
dapat dibukiikan kerugian nyata.

Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat
diberikan jika berdasarkan data penunjang dan
perhifungan kompensasi yang diajukan oleh
Penyedia kepada Pejabat yang berwenang
untuk  menandatangani  Kontrak, dapat
dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat
Peristiwa Kompensasi.

66.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau
perpanjangan Masa Felaksanaan jika Penyedia
gagal atau lalai untuk memberikan peringatan
dini dalam mengantisipasi atau mengatasi
dampak Peristiwa Kompensasi.

E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

67. Tenaga Kerja Konstruksi 67.1 Sctiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja
pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat
kompetensi kerja.
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67.2 Tenaga Kerja Konsiruksi selain Fersonel
Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada
pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat
kompetensi kerja, maka TPenyedia wajib
memastikan dipenuhinya persyaratan scrtif?l/




uang muka yang diterima.

e. Dalam hal diberikan uang muka, maka
Penyedia harus mengajukan permohonan
pengambilan uang muka secara terfulis
kepada Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak disertai dengan
rencana penggunaan uang muka untuk
melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan
rencana pengembaliannya.

f. Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak harus
mengajukan Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) kepada Pejabat Penandatangananan
Surat Perintah Membayar (FFSFM) untuk
permohonan tersebut pada huruf f, paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan
Uang Muka diterima.

g Pengembalian  wang  muka  harus
diperhitungkan berangsur-angsur secara
proporsional pada  setiap pembayaran
prestasi pekerjaan dan paling lambat harus
lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi
1009% (seratus persen).

70.2 Prestasi pekerjaan
Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang
disepakati dilakukan oleh FPejabat yang
berwenang untuk menandatangani Konirak,
dengan ketentuan:

a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai
laporan kemajuan hasil pekerjaan;

b. pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi
kemajuan hasil pekerjaan yang ftelah
dicapai dan diterima oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Konirak;
pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan
yang sudah terpasang;

d. pembayaran dilakukan dengan sistem
bulanan atau sistem termin sesuai ketentuan
dalam SSKK;

e. pembayaran harus memperhitungkan:

1) angsuran uang muka;

2) peralatan dan/atau bahan yang
menjadi bagian permanen dari hasil
pekerjaan yang akan
diserahterimakan (maferial on sife)
yang sudah dibayar sebelumnya;

3) denda (apabila ada);

4) pajak; dan/atau

5) uang retensi.

f. untuk Kontrak yang  mempunyai
subkontrak, permintaan pembayaran harus
dilengkapi bukti pembayaran kepada
seluruh  Subkontraktor sesuai dengan
prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada

Subkontraktor dilakukan sesuai prem?l/
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secara  satu  kesatuan  fungsi

merupakan tanggung jawab Penyedia.
sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi
tidak diperlukan dalam hal peralatan
dan/atau  bahan dibuat/dirakit oleh
Penyedia;
besaran yang akan dibayarkan dari
malerial on sife (maksimal sampai dengan
709) dari Harga Satuan Pekerjaan (HSF);
besaran nilai pembayaran dan jenis
material on sife dicaniumkan di dalam
SSKK.

70.4 Denda dan Ganti Rugi

a.

Denda merupakan sanksi finansial yang
dikenakan kepada Penyedia, antara lain:
denda keterlambatan dalam penyelesaian
pelaksanaan pekerjaan, denda
keterlambatan dalam perbaikan Cacat
Mutu, denda terkait pelanggaran kefentuan
subkontrak.
Ganti rugi merupakan sanksi finansial
yang dikenakan kepada Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani
Kontrak maupun Penyedia  karena
terjadinya cidera  janji/wanprestasi.
Resarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar
nilai kerugian yang ditimbulkan.
Besarnya denda keferlambatan yang
dikenakan  kepada  Penyedia  atas
keterlambatan  penyelesaian  pekerjaan
adalah:
1) 1% (satu perseribu) dari harga bagian
Kontrak yang tercantum  dalam

Kontrak (sebelum PFN); atau
2) 1% (satu perseribu) dari Harga
Kontrak (sebelum PPN);

sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
Besaran denda cacat mutu sebesar 1%o
(satu perseribu) per hari keterlambatan
perbaikan dari nilai biaya perbaikan
pekerjaan yang ditemukan cacat mutu.
Besaran denda pelanggaran subkontrak
sebesar mnilai pekerjaan subkontrak yang
disubkontrakkan tidak sesuai ketentuan.
Besarnya ganti rugi sebagai akibat
Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh
Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak atas
keterlambatan pembayaran adalah sebesar
bunga dari nilai tagihan yang terlambat
dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga
yang berlaku pada saat itu menurut
ketetapan Bank Indonesia, sepanjang telah
diputuskan oleh lembaga yang berwenang;
Pembayaran denda dan/atau ganti rugi
diperhitungkan dalam pembayaran prestasi




73.

74.

76.

Penangguhan

PENGAWASAN MUTU

Pengawasan dan
Pemeriksaan

. Penilaian Pekerjaan

Sementara oleh Pejabat
yang berwenang untuk
menandatangani
Kontrak

Pemeriksaan dan
Pengujian Cacat Mutu

berkewajiban untuk menerbitkan SPP unfuk
pembayaran tagihan angsuran terakhir paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak
tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan
lengkap dan diterima oleh Pengawas Fekerjaan.

Pejabat yang berwenang uniuk
menandatangani Kontrak dapat menangguhkan
pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan
Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai
memenuhi kewajiban kontrakiualnya, termasuk
penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai
dengan waktu yang telah ditetapkan.

Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani  Konfrak secara fertulis
memberitahukan kepada FPenyedia tentang
penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-
alasan yang jelas mengenai penangguhan
tersebut. Penyedia diberi kesempatan uniuk
memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

Pembayaran yang  ditangguhkan  harus
disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau
kelalaian Penyedia.

Jika dipandang perlu oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak,
penangguhan pembayaran akibat
keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat
dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda
kepada Penyedia.

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan
pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang
dilaksanakan oleh Penyedia. Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak dapat memerintahkan
kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan
dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan
yang dilaksanakan oleh Penyedia.

75.1

5.2

Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani  Kontrak  dalam  Masa
Pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan
penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang
dilakukan oleh Penyedia.

Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan
terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.

Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani  Kontrak atau Pengawas
Pekerjaan akan memeriksa setiap  Thasil

pekerjaan  dan  memberitahukan PenycdiaW




78. Kegagalan Bangunan

77.4

77.5
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78.1

78.2

78.4

menandatangani Kontrak yang telah jatuh
tempo.

Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak selama masa pelaksanaan maka
penyedia wajib memperbaiki cacat mutu
terscbut dan Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani  Konfrak tidak melakukan
pembayaran pekerjaan sebelum cacat mutu
tersebut selesai diperbaiki.

Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak selama masa pemeliharaan maka
penyedia wajib memperbaiki cacat mutu
tersebut dalam jangka wakiu yang ditentukan
dan mengenakan denda keferlambatan untuk
setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

Penyedia yang tidak melaksanakan perbaikan
cacat mutu sewaktu masa pemeliharaan dapat
diputus kontrak dan dikenakan sanksi daftar
hitam.

Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai
dengan perkiraan waktu yang diperlukan
untuk perbaikan dan ditetapkan oleh Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak.

Pejabat yang berwenang uniuk
menandatangani Kontrak dapat
memperpanjang Masa Pemeliharaan dalam hal
jangka waktu perbaikan cacat mutu akan
melampaui Masa Femeliharaan.

Kegagalan Bangunan ferhitung scjak Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan

Penyedia bertanggung jawab atas Kegagalan
Bangunan selama Umur Konstruksi yang
tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10
(sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar
dicantumkan lama perfanggungan terhadap
Kegagalan Bangunan yang ditetapkan apabila
vencana Umur Konstruksi kurang dari 10
(sepuluh) tahun.

Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak bertanggungjawab
atas Kegagalan Bangunan yang terjadi sefelah
jangka waktu yang ditetapkan dalam SSKK.

Penyedia berkewajiban untuk melindungi,
membebaskan, dan menanggung tanpa batas
Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak beserta instansinya
terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung
jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda,
gugatan atau tuntutan hukum, proses
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SYARAT~SYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal Ketentuan Data
dalam
SSUK
4.1&4.2 | Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut :
Satuan Kerja KPA Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata
Ruang Prov. Sumbar
Nama KHAIRUL ANWAR, S.T., M.T.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK/PPKom)
Alamat Jalan Taman Siswa No. 1 Padang
Website www.sumbarprov.go.id
E-mail bmekir@sumbarprov.go.id
Faksimili (0751) 7051783
Penyedia PT. ARPEX PRIMADHAMOR
Nama ERAWATI
Alamat Jalan Bandar Buat No. 2a Padang
E-mail Arpexdhamor01(@gmail.com
Faksimili (0751)71655
4.2 &5.1 | Wakil Sah Para Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut :
Pihak Untuk Pengguna Jasa :
Nama 1=
Untuk Penyedia :
Nama i
6.3.b & | Pencairan Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah
6.3.c |Jaminan
44.4 &
44.6
271 Masa Pelaksanaan | Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan diperkirakan selama 220 (Dua
Ratus Dua Puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja
yang tercantum dalam SPMK
274 Masa Pelaksanaan | Tidak Diberlakukan
untuk Serah
Terima Sebagian
Pekerjaan (Secara
Parsial)
33.8 Masa Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari
Pemeliharaan kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan
(PHO).
33.19 Serah Terima Tidak Diberlakukan
Sebagian

Pekerjaan




33.22 Masa Tidak Diberlakukan
Pemeliharaan
untuk Serah
Terima Sebagian
Pekerjaan (Secara
Parsial)

35.1 Gambar As Built | Gambar “ As built “ dan/ atau pedoman pengoperasian dan
dan Pedoman perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat 14 (Empat
Pengoperasian Belas) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
dan Perawatan/

Pemeliharaan

38.7 Penyesuaian Penyesuaian harga tidak diberikan
Harga

45b Pembayaran Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh
Tagihan Pengguna Jasa untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (Tujuh)

hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen
penunjang yang tidak dipersilisihkan diterima oleh Pengguna Jasa

49.31) Hak Kewajiban Hak dan kewajiban Penyedia :

Penyedia Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Penyedia Berkewajiban
untuk selalu melakukan Perlindungan dan Pengamanan selama
Pekerjaan di Kawasan Suaka Margasatwa Tarusan Arau Hilir

56.3 Tindakan -

Penyedia yang

Mensyaratkan

Persetujuan

Pengguna Jasa

56.3 Tindakan =
Penyedia yang
Mensyaratkan
Persetujuan
Pengawas
Pekerjaan

58 Kepemilikan Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti
Dokumen lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan
pembatasan sebagai berikut :
Untuk Penelitian/Riset Setelah Mendapat Persetujuan Tertulis Dari
Pengguna Jasa
65 Fasilitas ~
66.1.(h) Peristiwa :
Kompensasi
70.1.(e) Besaran Uang Uang muka diberikan paling tingzi sebesar 20% (Dua Puluh persen)
Muka dari Harga Kontrak. W
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70.2.(d) Pembayaran Pembayaran Prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : Bulanan
Prestisivheans Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan
pembayaran prestasi peketjaan :
1. Monthly Certificate,
2. Back Up Data Quantity dan Quality,
3. Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan,
4. Request dan Shop Drawing untuk Pekerjaan, Berita Acara
Pembayaran, Kwitansi yang terisi dan bermeterai, dan
5. Dokumen Foto Foto Pekerjaan pada saat 0%; 50% dan 100%,
harus bertanggal, nama ruas dan lokasi STA/KM
70.3.(e) Pembayaran Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan
Bahan dan/atau | yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (material on
Peralatan site), ditetapkan sebagai berikut:
Tidak ditetapkan
70.4.(c) Denda akibat Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari
Keterlambatan keterlambatan sebagaimana dimaksud pada perpres no 16 tahun
2018 pasal 78 ayat 5f ditetapkan oleh PPK dalam kontrak sebesar
1% (satu permil) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
78.2 Umur Konstruksi | a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 5
dan (Lima) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
Pertanggungan b. Pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama
terhadap 5 (lima) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
Kegagalan
Bangunan
79.4 Penyelesaian Dalam hal musyarawah untuk mufakat tidak tercapai, maka para
Perselisihan / pihak sepakat menyelesaikan perselisihan / sengketa melalui:
Sengketa LPS (Lembaga Penyelesaian Sengketa) LKPP (Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

Y




PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI
DI RUAS PASAR BARU - ALAHAN
PANJANG (P.073) PAD PAKET II




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 01 telp. 7051700 - 7051756 Fax. (0751) 7051783 Padang
http:/ /www.bmcktrsumbarprov.go.id - email : bmcktr@sumbarprov.go.id

Nomor :620/05.19/SPPBJ-P.073PKTII-BM/V /2025 Padang, 19 Mei 2025
Lampiran : -

KepadaYth.

PT. ARPEX PRIMADHAMOR
Di -
Tempat

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan
Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) PAD Paket
I

sehubungan dengan terpilihnya saudara sebagai penyedia pada pekerjaan
Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) PAD
Paket II dengan cara E-Katalog, dengan nilai negosiasi sebesar Rp. 16.998.256.811,90
(Enam Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima
Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah dan Sembilan Puluh Sen) , kami
nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara
diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 849.913.000,00
(Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah)
dengan masa berlaku selama 220 (Dua Ratus Dua Puluh) hari kalender dan
menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah
diterbitkannya SPPB]J.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini akan dikenakan sanksi sesuai
ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
beserta petunjuk teknisnya.

Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Provinsi Sumatera Barat

Pejabat Pembuat Komitmen

(PPTK/PPKom)

1. Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Inspektur Inspektorat Provinsi Sumbar di Padang.
3. Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) Bidang Bina Marga.
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ASLI
" Bank «4#'Nagari

bersama membangun indonesia

GARANSI BANK
(JAMINAN PELAKSANAAN)
No. 8/JB-CU/2173

PT. Bank Nagari Cabang Utama Padang beralamat di JIl. Pemuda No. 21, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Prov.
Sumatera Barat dalam hal ini diwakili oleh Fauzan selaku Wakil Pemimpin Cabang Utama Padang berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Direksi PT. Bank Nagari No, SR/135/DIR/HC/02-2025 selanjutnya disebut sebagai : PENJAMIN

atas permintaan dari :

ARPEX PRIMA DHAMOR PT yang diwakili oleh ERAWATI, selaku Direktur beralamat di JI Bandar Buat No 2 A Lubuk
Kilangan Padang, Kec. Lubuk Kilangan, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat, sebagai penyedia jasa untuk pekerjaan
PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI RUAS PASAR BARU - ALAHAN PANJANG (P.073) PAD PAKET Il sesuai
dokumen 620/05.19/SPPBJ-P.073PKTII-BM/V/2025 tanggal 19 Mei 2025 untuk selanjutnya disebut: TERJAMIN. e

dengan ini berjanji dan memberikan JAMINAN PELAKSANAAN sampai dengan jumlah maksimum sebesar
Rp 849,913,000 (delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) sesuai persyaratan
dokumen tersebut diatas, kepada : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PPTK/PPKom DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA
DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT beralamat di JI. Taman Siswa No. 1, Kec. Padang Utara, Kota
Padang, Prov. Sumatera Barat, selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN

dengan ketentuan sebagai berikut :

1.  PENJAMIN akan melakukan pembayaran maksimum sebesar jumlah tersebut diatas kepada PENERIMA JAMINAN
apabila TERJAMIN gagal melaksanakan pekerjaan sebagaimana diatur dalam dokumen tersebut diatas.

2. Bank Garansi ini berlaku untuk jangka waktu 220 (dua ratus dua puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 22 Mei
2025 sampai dengan tanggal 27 Desember 2025.

3. PENERIMA JAMINAN harus mengajukan klaim atas Bank Garansi ini secara tertulis dengan menyerahkan asli
warkat Bank Garansi dan dokumen-dokumen lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Batas waktu pengajuan klaim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya masa berlaku
Bank Garansi ini.

5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumiah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) sejak tanggal diterimanya klaim
Penjaminan Bank Garansi tersebut.

6. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila TERJAMIN telah memenuhi kewajiban-kewajibannya sepanjang yang
berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak dokumen tersebut diatas, walaupun jangka waktu Bank
Garansi ini belum berakhir. 5

7. Menunjuk ketentuan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PENJAMIN mengenyampingkan hak
prefensinya atas harta benda milik TERJAMIN yang berkenaan dengan penyitaan dan penjualan harta benda
tersebut untuk melunasi hutangnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata.

PT. Bank Nagari

JI. Pemuda No. 21 Padang 25117
Sumatera Barat

INDONESIA

Tel. (0751) 21577 (4 Saluran),
31578, 31581, 31582, 34115

Fax, (0751) 37749, 31491

Kotak Pos 111

website : www.banknagari.co.id
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SUMATERA BARAT

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA,DAN TATA RUANG
Jalan Taman Siswa No.1 Padang Telp ( 0751 ) 7051700 / Fax ( 0751 ) 7051783
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BERITA ACARA
| RAPAT PERSIAPAN PENANDATANGANAN
KONTRAK
; (TANGGAL 26 MEI 2025)
KEGIATAN :

PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

PAKET :

PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI RUAS PASAR BARU -
ALAHAN PANJANG (P.073) PAD PAKET II

KONTRAKTOR PENYEDIA
PT. ARPEX PRIMADHAMOR

TAHUN ANGGARAN 2025




PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 01 telp. 7051700 — 7051756 — 7051765 Fax. (0751) 7051783 Padang
hitp://www.sumbarprov.go.id - email : pdeisb@sumbarprov.go.id

RAPAT PERSIAPAN PENANDATANGANAN KONTRAK
Nomor : 620/05.26a/RPPK.P.073PKTII-BM/2025

Pekerjaan : Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) PAD Paket

I

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima yang
bertanda tangan di bawah ini:

I. PESERTA RAPAT
I | Nama : | KHAIRUL ANWAR, S.T., M.T.
Jabatan : | Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK/PPKom)
Alamat : | JIn. Taman Siswa No. 1A Padang

Bertindak untuk dan atas nama PPTK/PPKom

I Nama ¢ | R)- ceaweTy
Jabatan 1 | gt
Alamat DIl BRPOAR epatT MO- 2
Bertindak untuk dan atas nama Penyedia Jasa PT. ARPEX PRIMADHAMOR

IL.

PELAKSANAAN RAPAT

1. Rapat dipimpin oleh : KHAIRUL ANWAR, S.T., M.T. (PPTK/PPKom
Pembangunan Jalan)

2. Kesepakatan materi rapat:

a. Materi Wawancara

No | Materi Klarifikasi PPKom ke calon Hasil klarifikasi penyedia
Penyedia
1 | Jaminan Mohon dijelaskan terkait dengan JATMURS  PELKE SARPRY UM
pelaksanaan | jaminan pelaksanaan yang akan Ul =i R0
diberikan pada saat kontrak
nantinya
2 Nilai jaminan pelaksanaan Rp ..043, 913 000
Penerbit jaminan pelaksanaan PR PAGARY
4 | Kelengkapan | Apakah seluruh kelengkapan TR ADM  KEWORLA  Opyw
administrasi administrasi kontrak seperti: Mol BEFLAKD
kontrak 1. Rekening bank
2. NPWP

3. Dokumen izin usaha

tidak mengalami kendala, masih
berlaku pada saat dilakukan
penandatangan kontrak?




Kemampuan/
kapabilitas

penyedia

Apakah perusahaan saudara
memahami jenis penanganan
pelaksanaan pekerjaan di lapangan
berdasarkan BOQ Pekerjaan dan
gambar rencana di dalam link
google drive di penayangan berita

paket di beranda LPSE?

Er AR AP

Jadwal

pekerjaan

Apakah perusahaan saudara
berkomitmen mampu menjalankan
kontrak sesuai jadwal yang
ditetapkan (masa pelaksanaan 7,3
bulan/220 (dua ratus dua puluh)
hari kalender), dengan tanpa
dikenakan denda keterlambatan?

YEENOMNT gy

SMKK

Apakah perusahaan saudara
berkomitmen memenuhi
persyaratan dan kelengkapan SMKK
sesuai item yang diminta didalam
BOQ Pekerjaan di dalam link google
drive di penayangan berita paket di
beranda LPSE, dengan nilai yang
telah disepakati pada saat negosiasi

harga?

pﬁﬁ.\;o MY TIeE

Apakah perusahaan saudara
berkomitmen menyiapkan
dokumen RKK, RMPK, RKPPL, dan
RMLLP?

RBERcom T

Jaminan Mutu

Apakah perusahaan saudara
berkomitmen melaksanakan
pekerjaan dengan berpedoman
kepada spesifikasi Umum 2018

Revisi 2?

PHERVOT ITMEN




b. Pengecekan kelengkapan dokumen administrasi,

perusahaan (dilampirkan data dukung)

kualifikasi dan

Cekl
No. Uraian ist Keterangan
()
1. | Izin Usaha Berlaku Sampai dengan
V' | Tanggal : ..\S.. povennee. 1026
25 PR v | No.NPWP: 0!.19%:392.0-20!- 000
3. | SPT Tahun Terakhir i
4. | Akta Pendirian dan Perubahan ~ | Akta Pendirian
Nomior & d i ep
Tangpal : . \ESteoReusloaa =
Notaris : .-V TSR
Akta Perubahan
Nomor ™ : .7 2 8w e
Tanggal : .92 0FORE 2029
Notaris: 7 ... & e s e
5. | Pengalaman Perusahaan v Memiliki Pengalaman 4 Tahun
Terakhir
6. | Kemampuan SKP/KD >
7 Surat Pernyataan Komitmen o
8. | Pakta Integritas E-Katalog
9. | Surat Pernyataan v
Keabsahan/Kebenaran Informasi
Produk dan Harga
10. | Surat Pernyataan Bebas Temuan v |a Melunasi Temuan BPK sampai
dengan tahun 2023 :
b. Menyicil Temuan BPK Tahun 2024
11. | Laporan Keuangan yang diaudit v

teknis




12. | Sertifikat Kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan
13. | Rencana Keselamatan Konstruksi
14. | Personil Manajerial Lengkap Melampirkan KTP, SKK/SKA /SKT,
NPWP, Jjazah, dan Pengalaman Kerja
dan Curicullum Vitae (CV)
15. | Peralatan Utama Lengkap Khusus AMP Memiliki SLO berlaku
s/d Bulan Maret 2025
Tanggal = oS oREERcOIiREI
Berlaku s/d : di.s e tor b
No.SLO  :.992/%00v sombe [p0) peferliony
Bukti Penggunaan Solar Industri
16. | Peta/Jarak AMP ke lokasi
Pekerjaan dan Titik Kordinat
III. KESIMPULAN

PPKom dan calon penyedia telah melakukan berbagai macam Klarifikasi yang bertujuan

meyakinkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK/PPKom) terkait kemampuan calon

penyedia dalam melakukan kontrak, setelah dilakuan beberapa klarifikasi maka diambil

kesimpulan dan kesepakatan kedua belah pihak bahwa :

1. PPKom menyimpulkan bahwa calon penyedia dinyatakan mampu dan bersedia

untuk melaksanakan kontrak dan dapat segera dilanjutkan Penandatangan Kontrak

dan Surat Pesanan Setelah Jaminan Pelaksanaan Diserahkan Ke PPTK/PPKom.




Hal- hal yang dibahas dalam Berita Acara Persiapan Penandatangan Kontrak dan menjadi satu

kesatuan dokumen yang tidak bisa dipisahkan.

Demikian berita acara ini merupakan suatu kesatuan dengan dokumen kontrak:

Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktor Pelaksana
(PPTK/PPKom) PT. Arpex Primadhamor
KHAIRUL fNWAR, S.T., M.T. R e RS
NIP. 19861115 201001 1 007 Di¢cemE

Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA)

ADRATUS SETIAWAN, S.T., M.T.
NIP. 19710818 200604 1 007




SUMATERA BARAT PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

W% DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 1 Telp.7051700 - 7051756 Fax. (0751) 7051783 Padang
http://www.sumbarprov.go.id — email : bmcktr@sumbarprov.go.id

Nomor : 620/5.23a/Und RRKD-P.073PKTII-BM/2025 Padang, 23 Mei 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal . Undangan Rapat Reviu Kelengkapan Dokumen Kepada Yth :
Daftar Undangan Terlampir
di—
Tempat
Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah selesainya proses negosiasi Pekerjaan Paket Pembangunan Jalan
Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) PAD Paket II dengan E-Katalog
Lokal pada tanggal 16 Mei 2025, maka bersama ini kami mengundang Bapak/saudara
untuk hadir, pada Rapat Reviu Kelengkapan Dokumen, yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Senin/ 26 Mei 2025

Jam : 14.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Ruang Rapat Bidang Bina Marga Lt. 3 Dinas Bina Marga,
Cipta Karya dan Tata Ruang Prop. Sumbar

Acara : Rapat Reviu Kelengkapan Dokumen Paket Pembangunan Jalan

Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) PAD Paket
I

Mengingat pentingnya acara ini maka diharapkan dapat hadir tepat pada waktunya.
Demikianlah disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Catatan :

1. Penyedia membawa Dokumen Kualifikasi Perusahaan, Daftar Personil dan Daftar Peralatan berikut
dengan Dokumen Pendukungnya.
2. Penyedia diwajibkan menghadirkan Personil yang akan ditempatkan di lokasi pekerjaan.




Lampiran Surat Nomor : 620/5.23a/Und RRKD-P.073PAD-BM/2025

Tanggal : 23 Mei 2025

DAFTAR UNDANGAN

1. KPA Bidang Bina Marga, Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
2. Direktur PT. Arpex Primadhamor (Pekerjaan Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan
Panjang (P.073) PAD Paket II)




